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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan 

pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hasil produksi kain batik 

pada dasarnya telah dilaksanakan tetapi belum optimal, hal ini dapat 

dibuktikan dengan usaha pemerintah mengesyahkan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan 

disyahkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat 

memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan hak-haknya 

terhadap hasil produksi kain batik yang berkualitas bagus dan asli serta 

memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi apabila 

produk yang dikonsumsi atau digunakan merugikan konsumen. 

Pemerintah telah menetapkan larangan untuk beredarnya produk di 

pasaran yang tidak memenuhi standar kualitas, namun dalam 

kenyataannya konsumen mempunyai pilihan lain untuk memilih produk, 

khusunya hasil produksi kain batik yang akan mereka gunakan sesuai 

dengan kemampuannya. 
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2. Konsumen yang sudah dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang 

Perlindungan Konsumen tidak menggunakan haknya disebabkan karena 

konsumen pada umumnya belum menyadari maupun mengerti arti 

pentingnya adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang mereka 

miliki yang telah ditetapkan dalam UUPK. Selain itu, mereka tidak mau 

menggunakan hak-haknya tersebut untuk menuntut produsen, alasannya 

buang-buang waktu, tenaga, biaya, dan pikiran. Mereka tidak mau ribut, 

tidak mau repot, apabila menuntut ganti rugi biaya atau ongkos yang 

dikeluarkan tidak sebanding dengan kerugian nilai produk atau ganti rugi 

yang akan didapatkan, sehingga konsumen memilih untuk pasrah dan 

tidak memperjuangkan haknya, dengan demikian secara otomatis 

konsumen akan melepaskan hak-haknya yang telah ditentukan di dalam 

UUPK dan akibatnya konsumen akan kehilangan jaminan perlindungan 

hukum atas hak-haknya sebagai konsumen dan untuk mendapatkan ganti 

rugi dari pelaku usaha sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUPK. 

 

B. Saran 

Mengingat saat ini begitu banyak peredaran barang dan jasa dan 

mudahnya lalu lintas peredaran barang dan jasa yang masuk dari berbagai 

negara seiring dengan perdagangan bebas, maka dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum kepada hak-hak konsumen, seharusnya pemerintah lebih 

giat lagi mengkampanyekan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen 
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dan mensosialisasikan hak-hak konsumen kepada seluruh lapisan masyarakat 

serta memberdayakan aparatnya di seluruh daerah di Indonesia. 

Kepada pelaku usaha, dalam rangka memberikan pelayanan dan 

kelayakan atas suatu produk kepada para konsumen, hendaknya pelaku usaha 

mempunyai itikad baik yaitu dengan memberikan informasi yang benar, jelas 

dan akurat tentang keadaan suatu barang atau produk yang dipasarkan 

sehingga tidak menyesatkan dan merugikan konsumen. 

Kepada para konsumen yang telah merasa dirugikan seharusnya tidak 

perlu ragu atau takut untuk melakukan komplain atau mengajukan tuntutan 

ganti rugi, karena hal itu merupakan hak yang harus diperjuangkan oleh 

konsumen. 
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